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Abstract 

This study examines the legal validity of remarriage between a wife and her first husband after three 
divorces (talak ba’in kubra), particularly in cases where the wife marries a muhallil who is impotent. This 
issue reflects a gap between classical fiqh theory and social practices in the community. The research aims 
to analyze the views of scholars in Medan regarding the legitimacy of such remarriage. This study 
employs a juridical-empirical method with a sociological legal approach. Data were collected through 
literature review and in-depth interviews with scholars and Islamic law practitioners in Medan Barat 
District. The legal materials consist of scholars’ fatwas, fiqh literature, and relevant Islamic marriage 
regulations. The findings reveal that, according to Medan scholars, remarriage with the first husband is 
invalid unless the muhallil marriage is conducted lawfully and completed with genuine marital 
intercourse (dukhul). However, field data show that remarriage still occurs despite the muhallil’s 
impotence, indicating insufficient public understanding of nikah muhallil requirements. Therefore, 
strengthening legal awareness of Islamic marriage law is strongly needed. 

Keywords: Ulama’s Views, Muhallil Marriage, Impotence. 

Abstrak 

Penelitian ini membahas keabsahan rujuk kembali antara seorang istri dan suami pertama setelah 
terjadinya talak ba’in kubra, khususnya dalam kasus istri menikah dengan muhallil yang mengalami 
impotensi. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori fikih dan praktik yang 
berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama di Kota 
Medan mengenai keabsahan pernikahan kembali tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris 
dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan 
para ulama serta praktisi hukum Islam di Kecamatan Medan Barat. Bahan hukum yang digunakan 
meliputi fatwa ulama, kitab-kitab fikih, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
perkawinan dan perceraian dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan 
ulama di Medan, pernikahan kembali dengan suami pertama tidak sah kecuali didahului oleh pernikahan 
muhallil yang sah dan sempurna, termasuk terjadinya hubungan suami istri (dukhul). Namun, praktik di 
lapangan menunjukkan masih terjadinya rujuk meskipun muhallil dalam kondisi impotensi, yang 
mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan nikah muhallil. Oleh karena itu, 
diperlukan penguatan pemahaman hukum Islam dalam masyarakat. 

Kata kunci: Pandangan Ulama, Nikah Muhallil, Impotensi. 
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A. PENDAHULUAN 

Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan ikatan suci (mītsāqan ghalīẓan) 

yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, Islam menetapkan ketentuan normatif yang mengatur 

keabsahan pernikahan, perceraian, serta kemungkinan rujuk antara suami dan istri. 

Salah satu persoalan dalam hukum perkawinan Islam yang masih memunculkan 

polemik di tengah masyarakat adalah nikah muhallil, khususnya dalam konteks 

kebolehan menikah kembali setelah terjadinya talak ba’in kubrā (talak tiga). Persoalan 

ini menjadi sensitif karena berkaitan langsung dengan keabsahan hubungan suami istri 

dan perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum Islam. 

Dalam fikih Islam, khususnya mazhab Syafi‘i yang dominan dianut oleh 

masyarakat Indonesia, perempuan yang telah ditalak tiga tidak dapat menikah kembali 

dengan suami pertamanya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain secara sah, 

terjadi hubungan suami istri (jima‘/dukhul), kemudian berpisah secara alami (cerai atau 

wafat), serta selesai menjalani masa iddah. Unsur dukhul diposisikan sebagai syarat 

esensial yang menentukan kehalalan perempuan tersebut untuk kembali menikah 

dengan suami pertamanya. Imam Syafi‘i menegaskan bahwa keabsahan kembali 

kepada suami pertama tidak cukup hanya dengan akad nikah kedua, melainkan harus 

disertai hubungan suami istri yang nyata sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan 

hadis Nabi (Al-Zuhaili, 2010; Maloko, 2019). 

Namun demikian, dalam praktik sosial, ketentuan fikih tersebut tidak selalu 

dipahami dan dijalankan secara konsisten. Di beberapa wilayah, termasuk di 

Kecamatan Medan Barat, ditemukan praktik nikah muhallil yang menyimpang, salah 

satunya pernikahan perempuan dengan muhallil yang mengalami impotensi sehingga 

tidak memungkinkan terjadinya hubungan suami istri secara sempurna. Meskipun 

demikian, setelah pernikahan kedua tersebut berakhir, perempuan tersebut tetap 

kembali menikah dengan suami pertamanya. Fenomena ini menimbulkan persoalan 

serius mengenai keabsahan pernikahan kembali tersebut dalam perspektif hukum 
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Islam, sekaligus menunjukkan adanya ketegangan antara norma fikih dan praktik 

masyarakat. 

Kajian-kajian terdahulu dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa 

problematika hukum keluarga Islam di masyarakat sering kali terletak pada aspek 

implementasi dan literasi hukum. Mas’ud, Suhar, dan Harun (2023) menegaskan bahwa 

praktik hukum keluarga masih sangat dipengaruhi oleh pemahaman subjektif 

keagamaan masyarakat. Firdawaty, Mahmudah, dan Isa (2023) juga menunjukkan 

bahwa rendahnya literasi hukum Islam berimplikasi pada munculnya praktik 

perkawinan yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat. Selain itu, beberapa penelitian 

membahas nikah muhallil dalam perspektif normatif mazhab, namun lebih 

menitikberatkan pada aspek keabsahan akad dan niat tahlil. Meskipun demikian, 

penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji nikah muhallil dalam 

kondisi muhallil yang mengalami impotensi, terutama dengan menempatkan 

pandangan ulama lokal sebagai fokus analisis. 

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat gap analisis yang jelas antara kajian 

normatif fikih tentang nikah muhallil dan realitas praktik di masyarakat. Penelitian ini 

memiliki kebaruan (novelty) pada fokus kajian terhadap pandangan ulama Kota Medan 

mengenai keabsahan pernikahan kembali setelah nikah muhallil dengan muhallil yang 

mengalami impotensi, serta analisis faktor-faktor sosial-keagamaan yang 

melatarbelakangi tetap terjadinya praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini 

tidak hanya mengisi kekosongan kajian empiris, tetapi juga memberikan kontribusi 

kontekstual bagi pengembangan hukum keluarga Islam berbasis realitas lokal. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan ulama Kota Medan 

terkait status hukum pernikahan kembali antara istri dan suami pertama setelah nikah 

muhallil dengan muhallil yang impotensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi keberlangsungan praktik tersebut di masyarakat. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pandangan ulama Kota Medan mengenai 

keabsahan pernikahan kembali setelah nikah muhallil dengan muhallil yang impotensi. 

B. METODE PENELITIAN 
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Metode yang digunakan adalah empiris yuridis dengan pendekatan sosiologi 

hukum untuk menggambarkan kondisi yang terlihat di lapangan dengan 

sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan ulama kota medan 

tentang status sah atau tidak pernikahan istri dengan suami pertama pasca menikah 

dengan muhallil yang impotensi. Sumber data penelitian ini berasal dari sumber data 

primer dan data sekunder. Sumber sekunder yang berasal dari bahan hukum primer 

yaitu undang-undang dan kompilasi hukum islam (KHI) dan bahan hukum skunder 

yaitu jurnal-jurnal ilmia. Sedangkan, data primer berupa hasil wawancara dari 

responden yang mengalami kasus tersebut dan para ulama kota medan. Adapun proses 

atau metode menemukan data pada penelitian ini dilakukan dengan proses literatur 

kepustakaan (library research) baik itu dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, 

wawancara dan dokumentasi yang akurat. Kemudian hasil yang didapatkan dalam 

penelitian ini disusun secara sistematis untuk kesempurnaan pada karya ilmiah 

penelitian ini.  

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.       Kebolehan Nikah Ulang Setelah Talak Ba’in Kubra   

Talak ba’in adalah jenis talak yang menyebabkan hubungan pernikahan terputus 

secara langsung dan tegas, sehingga suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya 

kembali selama masa iddah. Para ulama membagi talak ba’in ke dalam dua bentuk 

utama berdasarkan tingkat keterpisahannya, yaitu ba’in sughra dan ba’in kubra (Al-

Ja’iri, 2012). 

Talak bain sughra merupakan talak yang menyebabkan putusnya hubungan 

perkawinan tanpa hak rujuk, sehingga mantan suami hanya dapat kembali kepada 

mantan istrinya melalui akad nikah baru setelah masa iddah berakhir ( Altafiah & 

Andrayuni, 2023). Sedangkan talak bain kubra adalah talak yang terjadi setelah talak 

tiga, yang menghilangkan kehalalan mantan istri bagi mantan suaminya. Dalam talak 

ba’in kubra, mantan suami tidak dapat menikahi kembali mantan istrinya kecuali 

setelah mantan istri tersebut menikah dengan laki-laki lain secara sah, terjadi hubungan 

suami istri, kemudian berpisah dan selesai menjalani masa iddahnya (Zainuddin, 2018). 
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Dalam hukum Islam, batasan talak yang dapat dirujuk ditegaskan dalam QS. Al-

Baqarah ayat 229 yang menyatakan bahwa talak yang dapat dirujuk hanya dua kali. 

Apabila talak dijatuhkan hingga tiga kali, maka talak tersebut tergolong talak ba’in 

kubra, yang haram hukumnya bagi mantan suami untuk kembali kepada mantan 

istrinya tanpa terpenuhinya syarat-syarat syar‘i. Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut 

dalam QS. Al-Baqarah ayat 230 yang menyatakan bahwa perempuan yang telah ditalak 

tiga tidak halal kembali bagi suami pertamanya hingga ia menikah dengan laki-laki lain 

secara sah. 

Larangan tersebut diperkuat oleh hadis Nabi saw. tentang istri Rifa‘ah yang 

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, di mana Rasulullah saw. menegaskan bahwa seorang 

perempuan tidak boleh kembali kepada suami pertamanya hingga ia dan suami 

keduanya “merasakan madu” masing-masing, yang dimaknai sebagai terjadinya 

hubungan suami istri (jima‘) secara sah dan sempurna. Hadis ini menegaskan bahwa 

pernikahan kedua harus diikuti oleh hubungan biologis nyata, bukan sekadar akad 

formal atau rekayasa nikah tahlil. 

Menurut mazhab Syafi‘i, kebolehan menikah kembali setelah talak ba’in kubra 

mensyaratkan terpenuhinya lima hal, yaitu: habisnya masa iddah dari suami pertama, 

adanya pernikahan sah dengan suami kedua, terjadinya hubungan badan (ba‘da al-

dukhul), putusnya perkawinan dengan suami kedua secara wajar tanpa rekayasa, serta 

selesainya masa iddah dari suami kedua. Pernikahan muhallil yang disyaratkan secara 

eksplisit untuk tujuan tahlil dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan prinsip 

syariat. 

Ketentuan fikih tersebut sejalan dengan hukum Islam positif di Indonesia 

sebagaimana diatur dalam Pasal 120 dan Pasal 70 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), yang menegaskan bahwa talak ba’in kubra tidak dapat dirujuk dan tidak dapat 

dinikahkan kembali kecuali setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain, terjadi 

perceraian ba‘da al-dukhul, dan habis masa iddahnya. Dengan demikian, dapat 

ditegaskan bahwa hukum menikah kembali setelah talak ba’in kubra adalah haram, 

kecuali setelah terpenuhinya seluruh syarat syar‘i dan yuridis sebagaimana ditetapkan 
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oleh Al-Qur’an, hadis, fikih mazhab Syafi‘i, dan peraturan perundang-undangan Islam 

di Indonesia. 

2.      Pernikahan Muhallil Dengan Suami Yang Impoten 

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menuntut cerai (fasakh) 

disebabkan adanya cacat pada salah satu dari suami atau istri. Diantaranya Wahbah al- 

Zuhaili dalam bukunya Fiqh al-Islam wa ‘Adillatuhu mengkategorikan cacat yang 

terdapat pada suami atau istri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk 

menuntut cerai kepada dua hal:   

1. Kelemahan atau cacat badan yang menjadi penghalang bagi hubungan seksual, 

misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong (sehingga tidak bisa melakukan 

hubungan seksual), atau impoten, atau dikebiri. Bagi wanita vaginanya 

tersumbat daging atau tersumbat tulang.   

2. Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan suami 

istri, namun dalam bentuk penyakit yang berbahaya yang membuat lawan 

jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menahan resiko. 

Terkena penyakit gila, dan berbagai penyakit lainnya.   

Dasar Hukum Fasakh nikah dalam hukum Islam diakui sebagai salah satu 

bentuk farqun atau pemutusan hubungan pernikahan yang legal secara hukum. Para 

ahli hukum Islam membenarkan dan membolehkan membatalkan nikah jika terdapat 

sebab yang kuat yang melatarbelakanginya. Hukum fasakh nikah ini erat kaitannya 

dengan konsep khiyār dalam pernikahan. Hal ini dapat dideskripsikan dalam konteks 

sepasang suami istri yang menikah, salah satu di antara keduanya ada aib atau cacat 

yang sebelumnya tidak diketahui. Setelah akad dilangsungkan, maka salah satu 

pasangan mendapati adanya cacat dari pasangannya, dan ia memiliki khiyār untuk 

melanjutkan apakah hubungan nikahnya tetap berlangsung atau ia memilih untuk 

fasakh nikah (Al-Zuhaili, 2011).  

Pembatalan perkawinan memiliki dasar hukum yang tegas dalam sistem hukum 

Indonesia. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 24 



Volume 9 No. 2, Januari 2026 

 

285 

yang memberikan hak kepada pihak yang masih terikat perkawinan untuk mengajukan 

pembatalan terhadap perkawinan baru yang dilakukan secara tidak sah. Selain 

pembatalan, perceraian juga dapat terjadi karena alasan cacat atau penyakit, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (e) Undang-Undang Perkawinan. Cacat yang 

dimaksud meliputi cacat jasmani atau rohani yang bersifat permanen atau 

membutuhkan waktu lama untuk disembuhkan sehingga menghalangi pelaksanaan 

kewajiban suami istri dan tujuan perkawinan. Dengan demikian, apabila setelah akad 

nikah salah satu pihak mengalami cacat atau penyakit yang menyebabkan tujuan 

perkawinan tidak tercapai, maka perkawinan tersebut dapat diputus melalui 

mekanisme fasakh menurut hukum Islam dan hukum positif. 

Impotensi menurut bahasa adalah orang yang tidak sanggup bersetubuh. 

Sedangkan menurut istilah orang impoten adalah orang yang tidak sanggup 

menyentuh istrinya secara utuh, karena terhalang oleh suami itu sendiri. Dalam ilmu 

kedokteran yang dimaksud impoten atau disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan 

untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk menyelesaikan koiteus 

(persetubuhan antara laki-laki dan perempuan). Pasien dapat melaporkan penurunan 

frekuensi ereksi, ketidakmampuan untuk mencapai ereksi yang keras, atau detumescence 

(menghilangnya ereksi) yang cepat (Brunner & Suddarth, 1997) . 

Adapun hadis yang membahas tidak sahnya pernikahan apabila seorang suami 

mengalami impotensi yaitu sebagai berikut:  

نِ بَْنِ ال زبِ  مََّ بَْدِ الرحَْ بََّيَْرِ بَْنِ عََّ ظِ يِ عََّنَْ الزُّ رِ بَْنِ رِفََّاعََّةََّ الَْقرََُّ وََّ الِك عََّنَْ الَْمِسَْ دثََّنيِ يَََّْحيََّى عََّنَْ مََّ يرِ  ح ََّ

سََّلمََّ  وََّ لََّيَْهِ  عََّ  
اللُِّّٰ لى  الل ِِّٰ صََّ سُولِ  رََّ دِ  عََّهَْ فيِ  هَْبٍ  وََّ بِنَْتََّ  ةََّ  تََّمِيمََّ أََّتََّهُ  رََّ امَْ طََّلقََّ  الٍ  وََّ سِمَْ بَْنََّ  رِفََّاعََّةََّ     أََّن 

ادََّ  ََّرََّ ا فََّأ قََّهََّ ا فََّفََّارََّ سهََّ تََّطِعَْ أََّنَْ يََّمََّ ا فََّلََّمَْ يسَََّْ ضََّ عََّنَْهََّ تََّرََّ نِ بَْنََّ الزبِيرِ فََّاعَْ مََّ بَْدََّ الرحَْ تَْ عََّ ثاً فََّ نََّكََّحََّ  رِفََّاعََّةُ  ثََّلَََّ

سََّلمََّ  لََّيَْهِ وََّ  عََّ
لى اللُِّّٰ سُولِ الل ِِّٰ صََّ ا فََّذََّكََّرََّ ذََّلِكََّ لِرََّ ََّولُ الذِي كََّانََّ طََّلقََّهََّ ا الَْْ جُهََّ وَْ هُوََّ زََّ ا وََّ هََّ اهُ  أََّنَْ يََّنَْ كِحََّ  فََّنََّهََّ

قََّالََّ لَََّ تََِّحلُّ   ا وََّ وِ يِجهََّ  عََّنَْ تََّزَْ

يَْلةََََّّ   تى تََّذوُقََّ الَْعسََُّ  لََّكََّ حََّ
Muwatha' Malik 975: “Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Al Miswar bin 

Rifa'ah Al Quradli] dari [Zubair bin Abdurrahman bin Zubair] berkata: "Pada masa Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam Rifa'ah bin Simwal mentalak istrinya yang bernama Tamimah binti 

Wahab sebanyak tiga kali. Kemudian bekas istrinya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. 

Namun Abdurrahman mempunyai masalah karena tidak mampu menyetubuhinya, sehingga ia 
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kembali menceraikan Tamimah. Maka Rifa'ah ingin menikahinya kembali, karena dia adalah 

suami pertama yang pernah menceraikannya. Lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam, namun beliau melarangnya seraya bersabda: "Tidak halal bagimu 

untuk menikahinya lagi, hingga ia merasakan nikmatnya madu laki-laki yang lain  

(bersetubuh).” 

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwasannya pernikahan seorang istri 

yang sudah di talak bain qubra dengan suaminya lalu menikah lagi dengan seorang 

muhallil yang mengidap penyakit impotensi adalah tidak sah. Apabila istri ingin 

kembali ke suami pertamanya untuk melakukan rujuk kembali maka istri tersebut  

harus menikah lagi dengan muhallil yang tidak menderita penyakit impotensi atau 

harus melakukan hubungan suami istri yang wajar. 

Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa ulama, diketahui bahwa 

pernikahan dengan tujuan tahlil (nikah muhallil) memang menjadi salah satu topik 

yang kontroversial dalam fikih Islam. Berdasarkan wawancara dengan H. Rahmad 

Hidayat, Lc., M.H., diketahui bahwa ”pernikahan dengan tujuan tahlil (nikah muhallil) 

merupakan persoalan yang sensitif dalam fikih Islam. Para ulama sepakat bahwa seorang 

perempuan yang telah ditalak tiga tidak boleh kembali kepada suami pertamanya sebelum 

menikah dengan laki-laki lain, terlepas dari ada atau tidaknya niat tahlil. Perbedaan pendapat 

ulama terletak pada keabsahan nikah muhallil, di mana mazhab Hanafi dan Syafi‘i menyatakan 

sah selama tidak disyaratkan tahlil dalam akad, sementara mazhab Maliki dan Hanbali 

memandang pernikahan tersebut dapat difasakh apabila mengandung unsur tahlil. Namun 

demikian, keempat mazhab sepakat bahwa pernikahan kedua tidak menghalalkan kembali kepada 

suami pertama kecuali telah terjadi hubungan suami istri (jima‘/dukhul) secara nyata. Oleh 

karena itu, apabila pernikahan kedua tidak disertai dukhul, termasuk karena faktor impotensi, 

maka perempuan tersebut tetap tidak halal menikah kembali dengan suami pertamanya. Solusi 

yang ditawarkan dalam kasus ini adalah perempuan tersebut harus menikah kembali dengan laki-

laki lain yang memungkinkan terjadinya hubungan suami istri secara sah.”(wawancara 15 

Oktober 2025). 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pernikahan dengan tujuan untuk 

menghalalkan kembali bekas istri setelah talak tiga, meskipun tanpa menyebutkan tahlil 
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secara eksplisit dalam akad nikah, tetap memengaruhi status hukum pernikahan 

tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran Syafi'i yang menyatakan bahwa pernikahan sah 

jika dilakukan dengan niat yang benar, tetapi apabila niatnya hanya untuk 

menghalalkan bekas istri kembali tanpa memenuhi syarat dukhul, maka pernikahan 

tersebut tidak sah. 

Kasus yang ditemukan penulis berasal dari pengalaman seorang perempuan (Ibu 

Na), warga Medan Barat, yang menikah dengan Iw pada tahun 2010 dan dikaruniai 

seorang anak pada tahun 2011. Akibat konflik rumah tangga, Iw menceraikan Ibu Na 

secara di bawah tangan (tanpa melalui Pengadilan Agama). Setelah berpisah sekitar 

enam bulan, keduanya rujuk kembali melalui pernikahan tidak tercatat (tanpa KUA) 

dan dikaruniai anak kedua pada tahun 2014. Namun, konflik kembali terjadi hingga Iw 

menjatuhkan talak untuk ketiga kalinya. Setelah talak tiga tersebut, Ibu Na menikah 

dengan laki-laki lain bernama Rd melalui pernikahan siri, dengan alasan perceraian 

sebelumnya tidak diproses secara hukum. Dalam pernikahan kedua ini, ternyata Rd 

mengalami impotensi sehingga tidak terjadi hubungan suami istri (jima’). Meskipun Ibu 

Na telah berupaya melakukan pengobatan selama kurang lebih satu tahun, kondisi 

tersebut tidak mengalami perubahan. Akhirnya, Ibu Na meninggalkan Rd dan kembali 

menikah dengan suami pertamanya, Iw. 

Kasus yang dialami oleh Ibu Na, yang menikah dengan suami kedua (Rd) yang 

mengalami impotensi, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan fikih 

Syafi‘i dan praktik yang terjadi di masyarakat Medan Barat. Berdasarkan wawancara 

dengan Dr. Imam Yazid, M.A., dijelaskan bahwa dalam mazhab Syafi‘i akad nikah yang 

memenuhi rukun dan syarat tetap dinilai sah meskipun terdapat niat tersembunyi, 

termasuk niat tahlil. Namun demikian, praktik nikah muhallil yang dilakukan semata-

mata sebagai jalan pintas untuk menghalalkan kembali mantan suami dipandang 

tercela secara etika fikih karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dan mendapat 

kecaman Nabi saw. Lebih lanjut, Dr. Imam Yazid menegaskan bahwa keabsahan akad 

nikah muhallil tidak otomatis memenuhi syarat bolehnya rujuk dengan suami pertama. 

Dalam mazhab Syafi‘i, syarat normatif agar mantan suami pertama dapat menikahi 

kembali istrinya setelah talak tiga adalah terjadinya pernikahan yang sah dengan suami 
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kedua, adanya hubungan seksual (dukhūl), kemudian perceraian dan selesainya masa 

iddah. Apabila suami kedua mengalami impotensi sehingga tidak pernah terjadi 

dukhūl, maka syarat tersebut tidak terpenuhi, sehingga rujuk dengan suami pertama 

tetap tidak dibenarkan. Dengan demikian, dalam kasus Ibu Na, meskipun pernikahan 

dengan Rd secara formal sah menurut hukum perdata, ketiadaan hubungan suami istri 

menyebabkan pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat tahlil dalam fikih Syafi‘i. 

Oleh karena itu, pernikahan kembali Ibu Na dengan suami pertamanya (Iw) tidak sah 

menurut hukum Islam, karena status talak ba’in kubra tetap melekat dan belum 

terpenuhi syarat kehalalan untuk rujuk. 

Dr. Imamul Muttaqin, M.A. menjelaskan bahwa perempuan yang telah ditalak 

ba’in kubrā dan menikah dengan suami kedua yang impoten tidak dapat kembali 

menikah dengan suami pertamanya, karena syarat halal kembali adalah terjadinya jima‘ 

hakiki. Dalam fikih Syafi‘i, jima‘ dimaknai sebagai masuknya zakar ke dalam vagina, 

sebagaimana ditegaskan dalam hadis tentang “merasakan madu” satu sama lain. 

Karena suami yang impoten tidak mampu mewujudkan jima‘ tersebut, maka 

pernikahan kedua tidak menghalalkan perempuan untuk kembali kepada suami 

pertama. Adapun solusi yang dibenarkan dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam 

adalah perceraian melalui khulu‘ atau gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan 

alasan cacat atau penyakit, bukan dengan menjadikannya sebagai sarana tahlil. Dengan 

demikian, dalam kasus Ibu Na, meskipun telah terjadi pernikahan kedua, ketiadaan 

hubungan seksual yang sah menyebabkan pernikahan kembali dengan suami pertama 

tidak dibenarkan menurut hukum Islam (wawancara, 6 Oktober 2025). Ini sesuai 

dengan hadis yang menyatakan bahwa seorang istri yang sudah ditalak tiga oleh suami 

pertama dan menikah dengan suami kedua, tidak dapat kembali kepada suami pertama 

sebelum ia merasakan hubungan seksual yang sah (jima').  

Dalam wawancara dengan Rizal Husaini, Lc, M.Ag, ditegaskan bahwa Nikah 

muhallil adalah pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang telah dicerai tiga kali (talak 

bain kubra) oleh suaminya, dengan niat agar wanita tersebut dapat kembali kepada suami 

pertama setelah dicerai olehnya. 
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جًا تنَ كِحَْ حَتّٰىْ بعَ د ْ مِن ْ  لَهْ  تحَِلْ  فَلَْ طَلَّقهََا فَاِنْ  ْ  زَو  نَاحَْ فَلَْ طَلَّقهََا فَاِنْ  غَي رَه   اِنْ  يَّترََاجَعَا ْ انَْ  عَلَي هِمَا ْ ج 
دَْ ي قِي مَا انَْ  ظَنَّا ْ د و  ِْ  ح  د ْ وَتِل كَْ   اللّٰ د و  ِْ ح  مْ  ي بَي ِن هَا اللّٰ نَْ لِقَو  و  ۝٢٣٠ يَّع لَم   

“Kemudian jika si suami menceraikannya (untuk yang ketiga kalinya), maka perempuan itu 

tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain.”(QS. Al-Baqarah [2]: 230). 

Jadi, wanita yang sudah ditalak tiga hanya bisa kembali kepada suami pertama setelah ia menikah 

dengan laki-laki lain secara sah, bukan pura-pura. Syarat agar halal kembali kepada suami 

pertama Ulama sepakat bahwa agar seorang wanita yang telah ditalak tiga bisa kembali kepada 

suami pertamanya, harus terpenuhi dua syarat utama:Telah menikah dengan suami lain secara 

sah, dan Telah terjadi hubungan badan (jima‘) secara nyata dengan suami kedua. Rasulullah   صلى الله عليه وسلم 

bersabda:‘Tidak halal bagimu (kembali kepada suami pertama) hingga engkau merasakan 

madunya (hubungan suami istri) dan ia pun merasakan madumu.’” (HR. Bukhari no. 2639, 

Muslim no. 1433). (wawancara 17 Oktober 2025). 

Dalam perspektif hukum Islam, talak ba’in kubra merupakan bentuk pemutusan 

hubungan perkawinan yang bersifat final dan tidak membuka peluang rujuk selama 

masa iddah. Ketentuan ini menegaskan keseriusan Islam dalam menjaga keutuhan 

institusi pernikahan serta mencegah perceraian dilakukan secara serampangan. 

Pandangan Imam Syafi’i yang mensyaratkan terpenuhinya lima ketentuan agar mantan 

istri kembali halal bagi suami pertama setelah talak tiga mencerminkan komitmen fikih 

dalam menjaga kehormatan akad nikah dan stabilitas sosial (Al-Zuhaili, 2011). 

Dalam konteks pernikahan muhallil yang dilakukan dengan suami kedua yang 

mengalami impotensi, para ulama Kota Medan dengan merujuk pada pandangan Imam 

Syafi’i dan hadis-hadis sahih menegaskan bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi 

syarat tahlil karena tidak terjadinya jima’ atau dukhul. Hal ini sejalan dengan prinsip 

maqāṣid al-syarī‘ah yang memandang pernikahan bukan sekadar formalitas akad, 

melainkan juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak biologis dan psikologis 

pasangan. Dengan demikian, terjadinya hubungan suami istri secara nyata merupakan 

syarat fundamental untuk menghalalkan pernikahan kembali dengan suami pertama. 

Praktik menikah kembali dengan suami pertama setelah pernikahan dengan 

muhallil yang impotensi, tanpa adanya hubungan suami istri, secara jelas bertentangan 

dengan ketentuan syariat. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya pemahaman 
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masyarakat terhadap substansi hukum Islam, serta menegaskan urgensi peningkatan 

literasi fikih keluarga. Imam Syafi’i menekankan bahwa kehalalan tidak cukup 

didasarkan pada niat atau akad semata, melainkan harus disertai perbuatan nyata 

berupa hubungan seksual yang sah. Situasi ini semakin kompleks dengan masih 

maraknya pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, sehingga menimbulkan 

ketegangan antara keabsahan agama dan legalitas negara. 

Temuan di wilayah Medan Barat menunjukkan bahwa praktik tersebut masih 

terjadi, yang mencerminkan belum optimalnya internalisasi fikih keluarga di tengah 

masyarakat. Faktor psikologis, seperti keterikatan emosional dan tekanan sosial, turut 

memengaruhi pengambilan keputusan yang menyimpang dari ketentuan syariat. Oleh 

karena itu, penguatan edukasi hukum Islam secara aplikatif melalui peran ulama dan 

lembaga keagamaan menjadi sangat penting. 

Ketentuan mengenai talak ba’in kubra pada hakikatnya tidak hanya bersifat 

normatif, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap kehormatan perempuan 

dan martabat pernikahan. Apabila syarat utama tahlil tidak terpenuhi akibat impotensi 

muhallil, maka rujuk kepada suami pertama menjadi tidak sah dan bertentangan 

dengan hukum Islam (Amiruddin, 2019; Hoirunnisa & Zuraidah, 2025). Dengan 

demikian, pandangan yang dikemukakan dalam kajian ini selaras dengan prinsip 

syariat dan maqāṣid al-syarī‘ah, sekaligus mencerminkan nilai keadilan dan ketertiban 

dalam kehidupan sosial umat Islam. 

D. PENUTUP 

Pembahasan ini menyimpulkan bahwa syariat Islam secara tegas mengatur 

kebolehan menikah ulang setelah talak ba’in kubra dengan syarat mantan istri telah 

menikah secara sah dengan laki-laki lain (muhallil), terjadi hubungan suami istri, 

pernikahan tersebut berakhir secara alami, dan masa iddah telah selesai. Apabila 

pernikahan dengan muhallil tidak disertai hubungan suami istri, termasuk karena 

faktor impotensi, maka syarat tahlil tidak terpenuhi sehingga pernikahan kembali 

dengan suami pertama dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam. Temuan lapangan 

di Medan Barat menunjukkan masih adanya praktik yang tidak sesuai dengan 
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ketentuan syariat akibat keterbatasan pemahaman hukum dan faktor emosional. Oleh 

karena itu, penguatan edukasi fikih pernikahan dan hukum keluarga Islam menjadi 

penting agar praktik perkawinan di masyarakat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip 

syariat dan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah. 
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